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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang 
Pembentukan Ka bu paten Halmahera Utara, 
Ka bu paten Halmahera Sela tan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Pasal 3 ayat ( 1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan 
Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diperlukan 
pengaturan mengenai Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik; 

a. bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan 
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam 
rnengintegrasikan pelayanan untuk rnemberikan 
kecepatan, kernudahan, keterjangkauan, 
kenyarnanan dan keamanan pelayanan kepada 
masyarakat serta meningkatkan daya samg 
memberikan kemudahan berusaha; 

Menimbang 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 
NOMOR 27 TAHUN 2023 

BUPATIHALMAHERATENGAH 
PROVINSI MALUKU UTARA 
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9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357); 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 22 1); 

Kot'1 Tldore .Kepul'1UM di Propinai Mliluku Utru2a; 
(Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4262); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenta.ng 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 
t@Httifii I?@mijillioo lffl€lYii Atf1§ Yn€l@i=Y11€lruli 
N@ffl@f ~§ f f:!HYH ~{:} l~ t@Htfil:l~ tl@m@fiHtf:Yifffl ~f!@ff:Yi 
(L~mhm:ml N@;m=g i@J)Yhlik Irui@R@§ig TMYR ~{)lffi 
Nomor iii~ Tmnbruum L@mbm=M N@!~~ ft@publik 
lnd@flij§ig N@m@r f)67@)i 
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Pasal 1 
Delam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah. 
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam .menyelenggarakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, 
jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 

6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan 
atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa 
d~/ atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan 
publik den merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan 
pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain 
terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang 
dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.· · -, 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
MAL PELAYANAN PUBLIK. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dmi R@fomuud !lif@krrud Nomor es 'l'&nm ~021 
tentans Standarbuttili Proses Bisnis Sektor Pelayanan 
Strategis Ter!ntegrasi (Ber!ta Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nornor 1574); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1573); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1956); 
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Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. nama dan lokasi MPP; 

·b. penyelenggaraan, bidang dan jenis pelayanan MPP; 
c. sumber daya manusia MPP; 
g.. ip._an.ajeme~ MPP; dan 
e. mekanisme pelayanan MPP. 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman 
penyelenggaraan MPP. 

(2) Tujuan dibentuknya MPP untuk: 
a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat maupun instansi 

daerah; 
-b. ·menyederhanakan persyaraten, prosedur, dan sistem; 
c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antar para 

penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan 
pengembangan layanan publik; 

d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; 
e. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan 

berusaha di daerah; dan 
f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih 

cepat, mudah, terjangkau dan transparan. 

7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang .selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 
publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. 

8. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 
publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 
sematamata untuk kegiatan pelayanan publik. 

~- Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi 
Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 
tindakan Pelayanan Publik. 

10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang 
perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 

11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada 
orang perseorangan atau badan hukum. 

Pasal 2 

., . 
..: ~ ··/ '"';, 
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Pasal 6 

Bidang layanan yang diselenggarakan MPP terdiri dari: 
a. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan 

Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan; 
b. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 
c. Bidang Lingkungan Hidup; 
d. Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

(1) MPP diselenggarakan oleh Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah. 

(2) Penyelenggara mempunyai tugas melaksanak:an koordinasi 
penyelenggaraan pelayanan, penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan dan 
menyusun ·tata -tertib. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan: 
a. Perangkat Daerah; 
b. Perangkat Daerah Provinsi; 
c. Kementerian atau Lembaga; 
d. Badan Usaha Milik Negara; 
@: Bggm1 \l.§al}g M~ Dg~rall; £!m1 
f: YnU l~emem ~@n€lYkYH~ lruHfiY~= 

(4) 1\lji§ dM FYfi(!§i ~~nyijl~fl!jm'M MPP MtM~JmHI 
rar ~@flY(Mlit;ir;in §f;lfMfil1 t~mpf;tt1 dM/ C;ttgu flUtng p@l~MMl 
b. penataae dan pengaturen pela pelayanan dalam penyelenggaraan MPP; 
c. pengcordinasian ketersedlaan St~q~ _Pe!ay9!1,~ pagi J{~s~h;tN.hAA-"' 

pelayanan dalam MPP; 
d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar 

Pelayanan; 
e. penyediaan tata tertib; 
f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan 

masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan 

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan, Bidang dan Jenis Pelayanan MPP 

Dengan Peraturan Bupati mi dibentuk Mal Pelayanan Publik yartg berlokasi di 
lbu K9ta Ka bu paten Halmahera Tengah. 

Pasal 4 

Baglan Kesatu 
Nama dan Lokasi 

BAB II 
MPP 
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Pasal 9 
(1) Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satli Pintu Kabupaten 

Halmahera Tengah sebagai pengendali manajemen yang mengelola 
operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional 
MPP. 

Bagian Keempat 
Manajemen MPP 

(3) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan Pelaksana sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pelaksana. 

Pasal 8 
(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP pada jenis layanan 

menjadi tanggung jawab Pelaksana. 

(2) Jenis layanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan kepala Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupten Halmahera Tengah. 

Bagian Ketiga 
Sumber Daya Manusia MPP 

Pasal 7 
(1) Jenis layanan MPP meliputi seluruh pelayanan yang menjadi kewenangan 

Pelaksana. 

e. Bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
f. Bidang Kesehatan; 
g. Bidang Pendidikan; 
h. Bidang Perumahan dan Pemukiman; 
i, Bidang Pertanian dan Perkebunan; 
j. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
k. Bidang Keuangan Daerah; 
L Bidang Komunikasi dan Informatika; 
m. Bidang Pariwisata; 
n, Bidang Perhubungan; 
o. Bidang Perbankan; 
p. Bidang Kepolisian; 
q. Bidang Imigrasi; 
r. Bidang Hukum; 
s. Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan; 
t. Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 
u. Bidang Perpajakan; 
v. Bidang Pertanahan; 
w. Bidang Keagamaan; 
x, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 
y. Bidang Iainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 
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Pembiayaan MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

Pasal 12 

PEMBIAYAAN 

BAB III 

(4) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan melalui 1 ( satu) Gerai Pelayanan. 

(5) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, 
metode pembayaran dapat dilakukan melalui: 
a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; 

a tau 
b. penyecliaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang clitetapkan 

oleh Organisasi Penyelenggara MPP. 

Pasal 11 

( 1) Penyelenggaraan menerapkan penggunaan teknologi informasi terintegrasi. 

(2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya 
menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP. 

(3) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) dapat dllakukan secara eiektronik untuk 
keseluruhan pelayanan. 

(1) Mekanisme pelayanan MPP dilakukan melalui memorandum 
ofunderstanding dan/ atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan 
penyelenggaraan MPP menjadi tanggungawab penyelenggara. 

(3) Pe1aksana bertanggungjawab atas pe1ayanan yang diberikan kepada 
masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi maeing-masing. 

Bagian Kelima 
Mekanisme Pelayanan MPP 

Pasal 10 

(2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pengendali manajemen menyusun tata tertib. 

(3) Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 624 

YANTO M. ASRI 
-- 

SEKRETARIS DAERAH 
HALMAHERA TENGAH 

Ditetapkan di Weda 
Pada Tanggal 5 Juni 2023 

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH, 
~ 

Ditetapkan di Weda 
Pada Tanggal 5 Juni 2023 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera 
Tengah. 

Pasal 14 

BAB V 
KETENTU AN PENUTUP 

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan monitoring dan 
evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Dalarn melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bupati rnembentuk tim. 

(1) Bupati rnelaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggara MPP. 

Pasal 13 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 


